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Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lebak, 16 Oktober 1996, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 November 1999,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,

Provinsi Banten, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Januari 2024

telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor

227/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah

melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2017,
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yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 08
Februari 2017

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di JL.Puskesmas, RT 003 RW 011, Kelurahan
Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama;

3.1. Nama : anak

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak Ke : 1 (Satu)

Tempat, Tgl Lahir : Tangerang selatan, 05-09-2017
Pendidikan : Belum sekolah

Diasuh Oleh : Ibu kandung

3.2. Nama > anak

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : 2 (Dua)

Tempat, Tgl Lahir : Tangerang Selatan, 14-10-2020
Pendidikan : Belum Sekolah

Diasuh Oleh : Nenek

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2019
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis
karena sering terjadi perselisihnan dan percekcokan yang disebabkan oleh:
4.1. Termohon tidak membaerikan nafkah batin kepada Pemohon;
4.2. Termohon diketahui oleh Pemohon memiliki pria idaman lain yang

membuat Pemohon merasa dihianati oleh Termohon;
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4.3. Termohon ketika diberi nasihat oleh Pemohon selalu membantah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon tersebut terjadi pada Tanggal Oktober 2021, yang mana

Termohon pergi meninggalkan kediaman terakhir,  Sehingga antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan

selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan

Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta

Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya

jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan

talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXX) di depan sidang

Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon Termohon

tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain
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menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah

menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati
Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami
isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi
sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena
Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga

permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya
Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, tanggal 12
Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah dibubuhi meterai
secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tertanggal 08
Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat

bukti Saksi, yaitu :

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
o Bahwa saksi adalah XXXXXX Pemohon;
. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang

menikah pada tahun 2017;
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. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di Jl. Puskesmas, Kelurahan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan dan dikaruniai anak 2 orang;

. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
akan tetapi sejak September 2019 rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;

. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
Termohon Termohon tidak mau melayani Pemohon dan ternyata
Termohon memilki laki-laki lain dan Termohon suka membantah bila
dinasehati oleh Pemohon;

. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada Oktober 2021, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah

rumah;

. Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah
Termohon;

. Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan

mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil,
Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

) Bahwa saksi adalah XXXXXX Pemohon;
. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 2017,
. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di Jl. Puskesmas, Kelurahan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan dan dikaruniai anak 2 orang;
J Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
akan tetapi sejak September 2019 rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
Termohon Termohon tidak mau melayani Pemohon dan ternyata
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Termohon memilki laki-laki lain dan Termohon suka membantah bila
dinasehati oleh Pemohon;
J Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi

pada Oktober 2021, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah

rumabh;

. Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah
Termohon;

) Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan

mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil,
Pemohon bersikeras untuk bercerai;
Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan
mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal
yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka
Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal
126 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RIl. Nomor 9 Tahun 1964 perkara

ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
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tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun
demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran
kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon
dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena
itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi KTP) dan bukti P.2 (fotokopi
Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah
bermeterai cukup serta telah dicocokan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti
tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 jo.Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan bukti P.1 yang tidak
dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat
(Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR), telah terbukti Pemohon
bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan dan berdasarkan posita
Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah
Kota Tangerang Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi
wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah
sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870
KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa
Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah
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sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau

legitima persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya
adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis,
akan tetapi sejak September 2019 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau
melayani Pemohon dan ternyata Termohon memilki laki-laki lain dan Termohon
suka membantah bila dinasehati oleh Pemohon sehingga puncaknya
menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah Rumah sejak Oktober 2021,
Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri,
karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan
menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin

menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii permohonan Pemohon,
permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian
menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara
Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke
persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung
mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian
ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap
membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan
Pemohon untuk didengar keterangannya;
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Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2
(dua) orang saksi yang bernama : Saksi 1 dan Saksi 1 yang keduanya telah
memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk

perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah
didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan
keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan
menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis
Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi
persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal
172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat
diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil

permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan
oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami
isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun, akan tetapi
sejak September 2019 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dan
ternyata Termohon memilki laki-laki lain dan Termohon suka membantah bila
dinasehati oleh Pemohon yang puncaknya sejak Oktober 2021 Pemohon
dengan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman
bersama dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah

pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim
menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya sejakSeptember 2019 karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan
terjadinya pisah rumah sejak Oktober 2021 dan/atau setidak-tidaknya sudah
berlangsung lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya, karenanya rumah tangga
mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis,

sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana
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disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga
sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan
Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan

mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan

pertimbangannya kepada gaidah ushul figh yang berbunyi sebagai berikut

‘L ./‘l'll 1 1 | 1 "Il R
LL__u e e Pl Jow LA 52

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar
keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi
sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon
telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana
dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Maka permohonan Pemohon dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon
telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan
tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka
merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan
Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon
untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
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Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada
Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Tigaraksa;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa,
S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Musifin, M.H. Dra. Hj. Asnita
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp555. 000,00
4. PNBP panggilan Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
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